
BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI
DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA

PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri
Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang
Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib
Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup,
Bupati menetapkan Jenis Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang Wajib dilengkapi Dokumen Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup;

b. bahwa Peraturan Bupati Jembrana Nomor 34 Tahun 2007
tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
Wajib Dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)-
Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di Kabupaten
Jembrana sudah tidak sesuai dengan kondisi dan
kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
Wajib dilengkapi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di
Kabupaten Jembrana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Busa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang...



2

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5214);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembrana
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05
Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 408);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun
2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran
Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana
Nomor 15);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana  Nomor 11 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Jembrana Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah
Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS RENCANA USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DOKUMEN
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN
JEMBRANA.

BAB I...
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Jembrana.

3. Bupati adalah Bupati Jembrana.

4. Kantor adalah Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan
Pertamanan Kabupaten Jembrana.

5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup,
Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jembrana.

6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang
selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai
dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan
bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

7. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas
yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona
lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap
lingkungan hidup.

8. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup
yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha
dan/atau Kegiatan.

9. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya
disebut UKL-UPL, adalah dokumen yang berisi
pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau
kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap
lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha
dan/atau kegiatan.

10. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut
SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas
dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau
kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib
AMDAL atau UKL-UPL.

11. Skala/Besaran adalah batasan ukuran suatu jenis usaha
dan/atau kegiatan yang ditentukan wajib Dokumen UKL–
UPL atau SPPL.

12. Pemrakarsa adalah penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan.

BAB II...
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BAB II
KRITERIA USAHA DAN ATAU KEGIATAN WAJIB

DOKUMEN UKL DAN UPL

Pasal 2

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk
dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki Dokumen UKL
dan UPL.

(2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi
Dokumen UKL dan UPL wajib membuat SPPL.

Pasal 3

(1) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi
dengan Dokumen UKL dan UPL meliputi usaha dan/atau
kegiatan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Bentuk serta susunan Dokumen UKL dan UPL
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB III
RUANG LINGKUP RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN
UKL DAN UPL

Pasal 4

Ruang lingkup usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi
dengan Dokumen UKL dan UPL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) meliputi usaha dan/atau kegiatan bidang:

a. perhubungan;

b. komunikasi dan informatika;

c. pekerjaan umum;

d. pariwisata;

e. kesehatan;

f. energi dan sumber daya mineral;

g. pertanian;

h. peternakan;

i. perikanan dan kelautan;

j. pengelolaan limbah berbahaya dan beracun.

k. kehutanan;

l. perindustrian; dan

m. perdagangan;

BAB IV...
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BAB IV
PERSYARATAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Pasal 5

Dokumen UKL dan UPL disusun setelah pemrakarsa
memperoleh persetujuan prinsip dan sebelum kegiatan
konstruksi dilakukan.

Pasal 6

(1) Apabila skala/besaran suatu jenis usaha dan/atau
kegiatan lebih kecil daripada skala/besaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka kegiatan tersebut
wajib menyusun SPPL.

(2) Bentuk dan susunan SPPL sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 7

(1) Bupati melalui Kepala Kantor melakukan pengawasan dan
pembinaan terhadap pemberian rekomendasi UKL-UPL.

(2) Bentuk dan tata cara pengawasan dan pembinaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengawasan dan
pembinaan, Bupati dapat membentuk Tim yang terdiri dari
unsur SKPD terkait.

(2) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat mengikutsertakan
peran serta masyarakat dan unsur Pemerintah lainnya
dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap
pemberian rekomendasi UKL-UPL.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9
Perizinan dan/atau rekomendasi yang telah diterbitkan atas
suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-
UPL, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya
masa berlaku perizinan dan/atau rekomendasi dimaksud.

BAB VII...
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Jembrana Nomor 34 Tahun 2007 tentang Jenis
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan
Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)-Upaya Pemantauan
Lingkungan (UPL) di Kabupaten Jembrana (Berita Daerah
Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 34), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.
pada tanggal 11 Pebruari 2015
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara.
pada tanggal 11 Pebruari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015 NOMOR 632


